
 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/ Lela Damaris                               1 

 

Korupsi Pengadaan Tanah di Loksado Memasuki Tahap II, Kajari HSS Sebut 

Kerugian Negara Rp 818 Juta 

 

  
Sumber gambar: 

https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/07/korupsi-pengadaan-tanah-di-loksado-memasuki-

tahap-ii-kajari-hss-sebut-kerugian-negara-rp-818-juta 

  

Kasus tindak pidana dugaan korupsi lahan pengadaan tanah aset daerah di Dinas 

Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Disporapar HSS) 

tahun anggaran 2020 atas nama MZ dan (EH) telah masuk ke tahap II. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri HSS, Nul Albar dalam pers 

rilis di Command Center Kantor Kejaksaan Negeri HSS. 

"Kedua tersangka MZ dan EH yang merupakan ASN di Disporapar HSS sekaligus 

PPTK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," jelasnya. 

Nul Albar mengatakan kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) 

Jo Pasal 3 Jo Pasal 11 Jo Pasal 12 Huruf a Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 

55 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana. 

"Atas tindakannya, kedua tersangka merugikan negara sebesar Rp. 

818.475.526,85," lanjutnya. 

Untuk diketahui, permasalahan jual beli tanah di RT 2, RW 1 Desa Hulu Banyu, 

Kecamatan Loksado ini sebelumnya pernah disidangkan pada Pengadilan Negeri (PN) 

Kandangan dalam gugatan yang diajukan pemerintah daerah kepada pemilik tanah. 
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Dalam gugatan tersebut, ternyata tanah yang dijual statusnya masuk dalam 

kawasan hutan lindung. 

Sedangkan putusan PN Kandangan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kgn sebagai mana 

yang telah diberitakan, majelis hakim menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima 

atau NO. 

Pertimbangannya, pemerintah daerah tidak menunjukkan bukti bahwa tanah yang 

dibeli berstatus hutan lindung dari instansi berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional. 

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa seharusnya gugatan tersebut tidak 

perlu diajukan karena tanah yang dibeli jika benar-benar berstatus hutan lindung maka 

bisa dikonversi sebagaimana keterangan pihak notaris saat diperiksa sebagai saksi 

persidangan. 

Pasalnya, tujuan pembelian tanah sesuai dengan tujuan yakni untuk 

pengembangan wisata alam Objek Wisata Air Panas Tanuhi Loksado. 

 

Sumber berita: 

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/07/korupsi-pengadaan-tanah-di-

loksado-memasuki-tahap-ii-kajari-hss-sebut-kerugian-negara-rp-818-juta, 7 Februari 

2023.  

2. https://banjarmasin.apahabar.com/post/dugaan-korupsi-lahan-disporapar-hss-masuk-

tahap-ii-kajari-kerugian-negara-lebih-rp800-juta-ldtfv5ux, 7 Februari 2023.  

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah 

 Pasal 1  

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam 

mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan 

tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 
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4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak 

digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan 

kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan 

tidak mengubah status kepemilikan. 

5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam 

jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 

6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu 

tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan 

kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. 

7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, 

dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, 

dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

 Pasal 14 ayat (2) Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain 

melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat 

tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara 

Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" 

antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong 

yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara 

lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, 

dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara. 

 

 Pasal 19 ayat (2) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya 

pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya 

dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik 

Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / 

Walikota. 
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UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Pasal 12 B 

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap 

pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan 

dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian 

bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima 

gratifikasi; 

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian 

bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. 

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 

 

 

 


